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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan ketentuan pasal 160

ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata cara Pergeseran
anggaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900)
sebagaimané telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3966);.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
Peraturan Pémerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4576);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577):
"16,/Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
| Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapén Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan. Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemrintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17). _

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TATA
| CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;

4. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan
Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan:



Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disebut DPPK A
adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan:

Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan:
Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut:

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah
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rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
yang dibahas dan disetujui bersama olech Pemerintah Daerah dan DPRD, serta
ditetapkan dengan Peraturan Daerah:;

. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat

Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku
pengguna anggaran/pengguna barang;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut SKPKD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut
PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah:

Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok daj fungsi SKPD yang dipimpinnya;
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna Anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disebut PPK-SKPD adalh
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK Pejabat Pada Unit
kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD dan SKPD.
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Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD;

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan:
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
lapdran keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan.
Rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta Rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD:

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekenening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah
Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yvang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPPA-
SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran;

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana

yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode:;

BABI1
RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 2

Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.



Pasal 3

Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja

dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II1
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 4

(1) Pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
serta pergeseran antar objek belaja dalam jenis belanja dan antar rincian objek
belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

(2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
persetujuan sekertaris daerah.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD sebagai dasar Pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
ranvcangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(5) Pergeseran anggﬁran antar unit organisési, antar kegiatan dan antarjenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.

(6) Anggaran yang h:lengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala dacrah tentang penjabaran
perubahan APBD.

BAB 1V
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD
Pasal 5

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yaﬁg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
' organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan;

e A — e - e



d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun

Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Pasal 6

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya
proyektilPendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan
APBD kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS
perubahan APBD.

(3) Dalam Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan secara lengkap penjelasan
mengenai :

Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. Program fdan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;

c. Capaian target kinerja programdan kegiatan yang harus kurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai: dan

d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam

| perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaiakn kepada DPRD paling lambat
minggu pertama bulan Agustusdalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). setelah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling
lambat minggu kedua bulan agustus tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan september tahun anggaran
berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik

didalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.



(7) Format Rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
(8) Format Rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tercantum dalam lampiran C.IT Peraturan Menteri.

Pasal 7
(1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA pembahan APBD yang telah

disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5). masing-masing
dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
kepala daerah dengan pimipinan DPRD.

(2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum

dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
TAPD menyiapkan Rancangan‘ Surat Edaran Bupati perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan /atau
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan
APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

(2) Rancangan Surat edaran kepala daerah .sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
mencakup :

a. 'PPA Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;

b. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan
antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenan sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang ditetapkan;

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan / atau DPA-SKPD yang telah
diubah kepada PPKD;

d. hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan
prinsip-prinsippeningkatan efisiensi, efektifitas,transparansi dan
akuntanbilitas pényusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja:
dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umumperubahan APBD,
PPA, perubahan APBD, Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau
DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-RKPD dan / atau kriteria DPA-SKPD yang dapat
diubah sebagaimzina dimaksud pada ayat (1), diterbitkan kepala daerah paling

lambat minggu ketiga bulan agustus tahun anggaran berjalan.



Pasal 9
(1) Perubahan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dapat

berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan dari yang telah ditetapkan semula

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan.
Sebagaimana dimaksud ayat (1), diformulasikan dalam format dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

(3) Dalam Format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis.
objek, dan rincian objek pendapata, belanja serta pembiayaan baik sebelum
dilakukan perubahan maupun setelah perubahan

(4) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam

lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan.'

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2009

Diandangkan di Salakan R

pada tanggal 13 Oktober 2009
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Pasal 9
(1) Perubahan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dapat

berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan dari yang telah ditetapkan semula

(2) Peningkatan ataﬁ pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan.
Sebagaimana dimaksud ayat (1), diformulasikan dalam format dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

(3) Dalam Format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis.
objek, dan rincian objek pendapata, belanja serta pembiayaan baik sebelum
dilakukan perubahan maupun setelah perubahan

(4) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam
lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orémg dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2009
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